BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH, PENGADAAN
TANAH, PERALIHAN HAK ATAS TANAH, DAN FUNGSI SOSIAL
TANAH
A. Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran Tanah
1. Pengertian Pendaftaran Tanah
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftran Tanah :

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.”

Urip Santoso, menyatakan bahwa : (Santoso 2016)
“Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup
kegiatan pendaftaran tanah.”

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

yang hanya meliputi:

“Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah, Pendaftaran
dan Peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak

sebagai alat pembuktian yang kuat.”
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kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain Pendaftaran tanah berasal
dari kata Cadastre (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk
suatu record (rekaman), menunjukkan lain alas hak) terhadap suatu bidang
tanah. Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahanlahan,
nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan
perpajakan.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, menyatakan bahwa :
(Urip Santoso 2014)

“Pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut Capistratum, di
Jerman dan Italia disebut Catastro, di Pepprancis disebut
Cadastre, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah
Kadastrale atau Kadaster.”

Capistratum atau Kadaster dari segi bahasa adalah register atau
capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti
suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan
kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah,
sedangkan kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar
dan daftar-daftar yang berkaitan.

Hasan Wargakusumah, menyatakan bahwa : (Wargakusumah 1992)

“Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang
dilakukan  secara  teratur dan terus-menerus  untuk
mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data
tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu
yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.”

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yaitu antara lain :
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a. Adanya kewajiban bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah
miliknya;

b. Adanya kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap pemegang
tanah yang mendaftarkan tanahnya; dan

c. Adanya lembaga penyelenggara tanah.

2. Pengaturan Pendaftaran Tanah
Urip Santoso, menyatakan bahwa : (Urip Santoso 2012)

“Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No. 2043.
Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA).”

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk
memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban
bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No.
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu :

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal 6 meliputi :

1) Pegukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

2) Pendaftaran hak-hak atas dan peralihan hak tersebut; dan
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3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria; dan

d. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

a. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan
pembenahannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Pasal 19 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria;

b. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan
pembebasan tersebut;

Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa:
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a. Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
pula setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19; dan

b. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha,
kecuali dalam hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

a. Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;

b. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya
peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka
waktunya berakhir.

Muhammad Fauzi Rijal, menyatakan bahwa : (Muhammad Fauzi

Rijal 2017)

“Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan perintah
untuk melakukan pendaftaran tanah yang ditujukan kepada
pemerintah. Sedangkan pasal 23, 32, dan 38 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria merupakan perintah untuk melakukan pendaftaran
hak atas tanah yang ditujukan kepada para pemegang hak
yang bersangkutan agar mereka memperoleh kepastian
tentang hak mereka tersebut.”
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Ketentuan lebih lajut pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Eko Lucky Mamesah, menyatakan bahwa : (Budiartha 2018)

“Kemudian guna merealisasikan ketentuan Pasal 19 UUPA
tersebut, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.”

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku
lagi dengan disahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Tidak berlakunya lagi PP No. 10 Tahun 1961
dinyatakan dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,
yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997.

Boedi Harsono, menyatakan bahwa : (Harsono 1999)

“Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 mendapat pengaturan lengkap dan merinci dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun
1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.”

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan lanjutan dari Pasal
12, 23, 32 dan 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur hal pendaftaran
tanah secara terperinci dan disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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serta disusul dengan diundangkannya beberapa Peraturan Menteri Dalam
Negeri sebagai peraturan pelaksanaannya.
3. Objek Pendaftaran Tanah
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang
didaftar hanyalah Hak Milik diatur dalam Pasal 23, Hak Guna Usaha
diatur dalam Pasal 32, dan Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 38, dan
Hak Pakai diatur dalam Pasal 41, sedangkan Hak Sewa untuk Bangunan
tidak wajib didaftar. Objek Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
objek pendaftaran tanah meliputi :
a. Hak Milik
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak milik adalah hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Yang dapat mempunyai
Hak Milik, yaitu :
1) Hanya Warga Negara Indonesia; dan
2) Bank Pemerintah atau Badan Keagamaan dan Badan Sosial
(Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan).

b. Hak Guna Usaha
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Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha adalah hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,
dalam jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang
paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan dan
peternakan. Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha, yaitu:

1) Warga Negara Indonesia; dan
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
c. Hak Guna Bangunan

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna
Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka
waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 20 tahun. Yang dapat mempunyai Hak Guna
Bangunan, yaitu:

1) Warga Negara Indonesia; dan

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia Dari asal tanahnya, Hak Guna
Bangunan dapat terjadi pada tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan

dan tanah Hak Milik.

d. Hak Pakai
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Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai adalah hak untuk
menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau
dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuanketentuan undang-undang ini. Yang dapat mempunyai Hak
Pakai, yaitu :

1) Warga negara indonesia;

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan
berkedudukan di indonesia;

3) Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah
daerah;

4) Badan-badan keagamaan dan sosial;

5) Orang asing yang berkedudukan di indonesia;

6) Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di indonesia; dan

7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Dalam Hak Pakai untuk jangka waktu ada yang diberikan untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan dan ada pula yang diberikan untuk
jangka waktu yang ditentukan.

Hak Pengelolaan
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Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996 jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3
Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9
Tahun 1999, adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Menurut
Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Pasal 1 PP No. 36 Tahun
1997 tentang Pengenaan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena
Pemberian Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas
tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan
tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga
dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Tanah Wakaf

Pasal 49 ayat (3) UUPA, Tanah wakaf adalah perwakafan tanah
milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, yang dimakasud dengan wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan
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melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama

Islam.

. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, satuan
rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya
digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian
dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Menurut Pasal 46
ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, kepemilikan satuan
rumah susun adalah hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat
perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama.

. Hak Tanggungan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan
Tanah, Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada
hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain.

Tanah Negara
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Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tanah
Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah
yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah
1. Pengertian Pengadaan Tanah

Dikemukakan oleh Sarjita, bahwa pengadaan tanah adalah setiap
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti kerugian
kepada yang berhak atas tanah tersebut. (Sajrita 2005)

Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah adalah perbuatan hukum
yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara
pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan
dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk
mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan.
(Boedi Harsono 2008)

Menurut Gunanegara, pengadaan tanah adalah proses pelepasan hak
atas tanah kepemilikan orang atau tanah dan/atau benda-benda yang ada
diatasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.
Mengenai definisi atau pengertian pengadaan hak atas tanah, akan
dikemukakan baik yang disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
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tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum serta dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yakni

sebagai berikut :

a. Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum ditentukan pengertian dari pengadaan tanah ialah
setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan
ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Pengertian
dalam pasal ini adalah dalam arti umum, siapa saja yang hendak
mendapatkan tanah dapat dikategorikan juga dalam istilah pengadaan
tanah, maka dapat dipahami ketika judul Keputusan Presiden Nomor
55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut dituliskan
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum, dalam hal ini ada sertifikat yang ditegaskan yang menjadi
maksud dan tujuan serta pelaksana dari kegiatan pengadaan tanah
tersebut;

b. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, mengartikan pengadaan tanah adalah setiap

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi



53

kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman,
dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan
hak atas tanah,;

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum mengartikan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-
benda yang berkaitan dengan tanah. Pengertian ini hampir sama
dengan pengertian dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, tetapi menghilangkan kata-kata terakhir dari pengertian
tersebut yakni menghapus kata-kata atau dengan pencabutan hak atas
tanah;

. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan
bahwa pengertian pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan
pencabutan hak atas tanah sebagai bagian dari pengadaan tanah, atau

pencabutan hak atas tanah bukan merupakan bagian pengadaan tanah
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sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Adapun objek pengadaan dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum meliputi ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya
yang dapat dinilai.

Persamaan dari istilah pencabutan hak, pembebasan tanah dan
pengadaan tanah terletak dari adanya ketentuan pemberian ganti rugi dari
setiap kegiatan tersebut yang diberikan kepada pemilik pemegang hak atas
tanah.

. Dasar Hukum Pengadaan Tanah

Permasalahan dalam bidang hukum pertanahan yang tidak pernah
selesai dari waktu ke waktu adalah permasalahan pengambilan tanah
kepunyaan masyarakat atau penduduk bagi pelaksanaan pembangunan
proyek pemerintah untuk kepentingan umum.

Permasalahan pengadaan tanah, pembebasan tanah, pengambilan
tanah, pencabutan hak atas tanah, atau dengan nama apapun selalu
melibatkan dua kepentingan yang harus ditempatkan secara seimbang.
Kedua kepentingan itu ialah kepentingan pihak pemerintah dan
kepentingan warga masyarakat/ rakyat pemilik tanah atau pemegang hak

tanah. (Muhlizar 2020)
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Berikut ini dibahas mengenai dasar hukum pengadaan tanah di
Indonesia, setelah kemerdekaan :
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan pengertian lebih
lanjut tentang arti hak menguasai oleh negara, yaitu memberikan kuasa
kepada negara sebagai berikut :

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
manusia dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan
ruang angkasa.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan juga berdasarkan
Penjelasan Umum Angka I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) itu
membersihkan kekuasaan yang sangat besar dan kehendak yang amat
luas kepada negara untuk mengatur alokasi sumber-sumber agraria.
Keberadaan hak-hak individu maupun hak kolektif (ulayat) bergantung

kepada politik hukum dan kepentingan negara. Sebagai konsekuensi



56

dari pada hak menguasai negara yang bertujuan untuk dipergunakan
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka negara mempunyai
hak untuk membatalkan atau mengabil hak-hak atas tanah yang layak
dan dan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang. (Rubaie
2007)

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan
bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang
diatur oleh undang-undang. Oleh itu pencabutan hak atas tanah itu
dimungkinkan selagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
yaitu : harus ada ganti rugi yang layak atau menggantikan dengan
tanah yang sesuai ditinjau dari aspek nilai, manfaat, dan kemampuan
tanah pengganti yakni tanah yang dicabut untuk kepentingan umum,
dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (Muhadar 2006)
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan
bahwa pencabutan hak atas tanah akan diatur dalam sebuah undang-
undang, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-
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Benda Yang Ada Di Atasnya. Undang-undang ini merupakan induk
dari semua peraturan yang mengatur tentang pencabutan atau
pengambilan hak atas tanah yang berlaku sehingga sekarang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di
Atasnya ini menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa, negara, serta kepentingan bersama rakyat, dan
kepentingan pembangunan setelah mendengar keputusan Menteri
Agraria, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang berkaitan presiden
dalam keadaan yang memaksa dapat mencabut hak-hak atas tanah dan
benda-benda yang ada di atasnya.

Apabila dibandingkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan
Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya bahwa maksud peruntukan
pencabutan hak-hak atas tanah selain untuk kepentingan umum,
termasuk juga kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat terdapat penambahan klausula untuk kepentingan
pembangunan. Penambahan klausula tersebut tidak mempunyai ukuran
yang jelas terhadap apa yang dimaksudkan dengan kepentingan

pembangunan tersebut. Hanya didalam penjelasannya dikemukakan
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adanya pembangunan perumahan rakyat dan selebihnya dalam rangka
pembangunan nasional, semesta berencana.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang

Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di
Atasnya ini terdapat ketetuan yang menyatakan bahwa apabila terlah
terjadi pencabutan hak atas tanah, tetapi kemudian ternyata tanah
dan/atau benda yang berkenaan tidak dipergunakan sesuai dengan
rencana kegunaannya dilakukan pencabutan hak tersebut, maka orang-
orang yang berhak atau pemilik diberikan prioritas untuk mendapatkan
kembali tanah atau benda tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan
Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada
Diatasnya

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara
Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan
Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang
Ada Diatasnya ini merupakan peraturan pelaksanan dari ketentuan
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Acara
Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan
Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang

Ada Diatasnya.
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Dalam memori penjelasan umum peraturan pemerintah ini
ditegaskan disamping sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 8§ Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Acara Penetapan Ganti
Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya juga
dimaksudkan sebagai langkah untuk memberikan jaminan kepada para
pemegang hak atas tanah. Di samping itu, dengan dilakukannya
pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatas tanah itu,
bekas pemilik tanah tidak megalami kemunduruan baik di bidang
sosial atau, ekonominya. Untuk itulah para pemegang hak atas tanah
dan/atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak
bersedia menerima ganti kerugian, atau ganti rugi dirasakan tidak
layak, diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi (Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi
Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-
Benda Yang Ada Diatasnya).

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya ini
mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas

Tanah dan Bendabenda yang ada di Atasnya adalah sebagai aturan
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pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang

Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan

Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang

Ada Diatasnya. Di dalam konsideran Intrusksi Presiden ini disebutkan

dua hal, yaitu :

1) Pertama, pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada
diatasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk
kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan
cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan

2) Kedua, dalam melaksanakan pencabutan hak-hak atas tanah dan
benda-benda yang ada diatasnya supaya menggunakan pedoman-
pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran intruksi presiden
ini.

Pasal 1 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di
Atasnya disebutkan empat kategori kegiatan dalam rangka
pembangunan yang mempunyai sifat untuk kepentingan umum, yaitu
kepentingan umum yang menyangkut :

1) Kepentingan Bangsa dan Negara; dan/atau

2) Kepentingan masyarakat luas; dan/atau

3) Kepentingan rakyat banyak/bersama; dan/atau

4) Kepentingan pembangunan.
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Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai
sifat kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya diuraikan dalam
Pasal 1 ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di
Atasnya meliputi bidang-bidang :
1) Pertanahan;
2) Pekerjaan Umum;
3) Perlengkapan Umum;
4) Jasa Umum;
5) Keagamaan;
6) Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
7) Kesehatan;
8) Olahraga;
9) Keselamatan Umum Terhadap Bencana Alam;
10) Kesejahteraan Sosial;
11) Makan/Kuburan;
12) Pariwisata dan Rekreasi; dan
13) Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.
Meskipun telah disebutkan secara jelas 13 macam kegiatan
pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum, tetapi

Presiden dapat menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan
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yang mempuyai sifat kepentingan umum lainnya diluar ketiga belas
hal di atas (Pasal 1 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973
Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang
Ada Di Atasnya). Hal ini menunjukan besarnya kekuasaan Presiden
untuk melakukan pencabutan hak atas tanah yang dipunyai masyarakat
dengan alasan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat kepentingan
umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975
tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun
1975 ini mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara
Pembebasan Tanah. Meskipun Permendagri ini telah dicabut oleh
Keputusan Presiden (Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang mengatur
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum.

Dalam konsideran Permendagri ini dinyatakan bahwa untuk
memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan,
baik yang dilakukan oleh instansi/badan Pemerintahan, maupun untuk
kepentingan Swasta, khususnya untuk keperluan Pemerintahan
dirasakan perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan tanah dan
sekaligus menentukan besarnya ganti kerugian atas tanah yang
diperlukan sacara teratur, tertib dan seragam. Guna keperluan untuk

menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang dibebaskan, dibentuk
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Panitia Pembebasan Tanah (PPT) oleh Gubernur/Kepala Daerah untuk
masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang
bersangkutan.

Didalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya
ganti rugi PPT harus mengadakan musyawarah dengan para
pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada
diatasnya berdasarkan harga umum setempat (Pasal 6 Permendagri
No.15/1975). Akan tetapi jika terjadi penolakan ganti kerugian oleh
yang akan dibebaskan tanahnya, maka panitia setelah menerima dan
mempertimbangkan alasan penolakan tersebut, dapat mengambil sikap
tetap pada keputusan semula atau meneruskan surat penolakan
dimaksud dengan disertai pertimbangan-pertimbangan kepada
Gubernur/Kepala Daerah yang bersengkutan untuk diputuskan.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pada bulan Juni tahun 1993, Pemerintah menerbitkan Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Keputusan
Presiden ini bermaksud untuk menampung aspirasi masyarakat karena
adanya dampak negative dari Permendagri 1975. Selain itu karena
keberadaan Permendagri 1975 dianggap bertentangan dengan Pasal 2

UUPA dan Pasal 33 UUD RI 1945. (H 1996)
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3. Asas-asas dalam Pengadaan Tanah

1) Asas-asas Pengadaan Tanah Menurut Boedi Harsono

Berkenaan dengan kegiatan pengadaan tanah, maka menurut

Boedi Harsono terdapat enam asas hukum pengadaan tanah, yaitu : (H.

Abdurrahman 1994)

a)

b)

d)

Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk
kepentingan apapun harus ada landasan haknya;

Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung
bersumber pada hak bangsa;

Cara memperoleh tanah yang sudah dihaki seseorang harus melalui
kata sepakat antara para pihak yang bersangkutan;

Dalam keadaan yang memaksa, jika jalan musyawarah tidak dapat
menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan umum, penguasa
dalam hal ini Presiden diberi kewenangan oleh hukum untuk
mengambil tanah yang diperlukan secara paksa;

Baik dalam acara perolehan atas dasar kata sepakat, maupun dalam
acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan
tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak;

Rakyat yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek
pembangunan berhak untuk memperolah pengayoman dari pejabat

birokrasi.

2) Asas-asas Pengadaan Tanah Menurut Sudikno Mertokusumo
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Menurut Mertokusumo, dalam kebijakan pangambil alihan tanah

harus bertumpu pada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi Hak

Asasi Manusia (HAM) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a)

b)

d)

Pengambil alihan tanah merupakan perbuatan hukum yang
berakibat kepada hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik
maupun nonfisik dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu
atau selama-lamanya;

Ganti kerugian yang diberikan harus memperhitungkan : hilangnya
hak atas tanah, bangunan, tanaman, hilangnya pendapatan dan
sumber kehidupan lainnya, bantuan untuk pindah ke lokasi lain
dengan memberikan alternative lokal baru yang dilengkapi dengan
fasilitas yang layak, bantuan pemulihan pendapatan agar dicapai
keadaan setara dengan keadaan sebelum terjadinya pengambilan;
Mereka yang tergusur karena pengambil alihan tanah harus
diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas;
Untuk memperoleh data yang akurat tentang mereka yang terkena
penggusuran dan besarnya ganti kerugian mutlak dilaksanakan
survei dasar dan sosial ekonomi;

Perlu diterapkan instansi yang bertanggungjawab untuk
pelaksanaan pengambil alihan dan pemukiman kembali;

Cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus ditumbuh

kembangkan;
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g) Perlu adanya sarana penampung keluhan dan menyelesaikan
perselisihan yang timbul dalam proses pengambilan tanah.

Asas-asas Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

Adapun asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang

menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum

dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan,
kepastian, keterbukaan, kesepakatam, keikutsertaan, kesejahteraan,
keberlanjutan, dan keselarasan.

1) Asas Kemanusiaan ini adalah Pengadaan Tanah harus memberikan
pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,
harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional;

2) Asas Keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang
layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah
sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan
kehidupan yang lebih baik;

3) Asas Kemanfaatan adalah hasil Pengadaan Tanah mampu
memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat,

bangsa, dan negara;
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8)

9)
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Asas Kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya
tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan
memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk
mendapatkan Ganti Kerugian yang layak;

Asas Keterbukaan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk
pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
Pengadaan Tanah;

Asas Kesepakatan adalah bahwa proses Pengadaan Tanah
dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan
untuk mendapatkan kesepakatan bersama;

Asas Keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan
Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai
dengan kegiatan pembangunan;

Asas Kesejahteraan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk
pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan
kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas;

Asas Keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat
berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk

mencapai tujuan yang diharapkan;
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10) Asas Keselarasan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk
pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan
masyarakat dan negara.

C. Tinjauan Umum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah

Pengertian peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan, beralih
dalam arti berpindahnya hak atas tanah karena pewarisan, sedangkan dialihkan
adalah berupa jual-beli, tukar menukar, penghibahan, dan hibah-wasiat.

1. Warisan
Apabila seseorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia,
maka hal tanah itu beralih kepada ahli warisnya. Pewaris itu mungkin
dengan suatu surat wasiat atau tidak. Yang berhak yang mendapat warisan
itu, serta bagaimana cara dan berapa bagiannya, tergantung kepada Hukum
Waris yang berlaku bagi yang bersangkutan.
2. Jual Beli
Pengertian jual-beli ada menurut Hukum adat, ada pula menurut
hukum Barat. Dalam pengertian hukum, yang mana pihak penjual
menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya,
pada waktu pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual
(walaupun hanya sebagian). Sejak itu, hak atas tanah beralih di penjual
kepada pembeli. Sedangkan, pengertian jual-beli dalam hukum Barat
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata).
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Jual beli adalah salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti
termuat dalam Buku III KUHperdata tentang perikatan. Dalam hal jual
beli tanah adalah suatu perjanjian, satu pihak mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan tanah pada pihak lainnya untuk membayar harga-harga yang
ditentukan. Pada saat kedua belah pihak itu telah mencapai kata sepakat,
maka jual beli sdianggap telah terjadi. untuk pemindahan tak diperlukan
suatu perbuatan Hukum lain yang berupa penyerahan caranya ditetapkan
dengan satu peraturan lain lagi.

Penyerahan hak itu, dalam istilah hukum disebut juridische levering
(penyerahan menurut hukum), yang dilakukan dengan pembuatan akta di
muka dan oleh pejabat balik nama (overschrijvings-ambtennar). Dan
perbuatan hukum tersebut dimasyarakat terkenal dengan sebutan balik
nama. Jadi tegasnya, sebelum dilangsungkan balik nama itu, maka hak
atas tanah belum terpisah dari penjual kepada pembeli.

Tukar menukar

Dalam perjanjian hak atas tanah, ada pembeli yang membayar
sejumlah uang dan ada penjual yang menyerahkan hak atas tanahnya,
maka dalam tukar menukar, satu pihak yang mempunyai hak atas tanah
menukarkan dengan tanah atau barang kepada pihak lain. Tukar menukar
sama halnya dengan pengertian jual-beli, yakni pihak yang mempunyai
hak atas tanah itu menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya dan
sebagai gantinya ia menerima tanah yang lain atau barang lain dari orang

yag menerima tahanya itu dan sejak penyerahan itu. Jadi tegasnya, bukan
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suatu perjanjian saja. Sama halnya dengan jual-beli, maka tukar menukar
atau harus dilakukan dihadapan PPAT dengan membuat satu akta tukar
menukar, yang selanjutnya dengan kata itu didafatarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat.
. Penghibahan

Penghibahaan hak atas tanah juga dilakukan di hadapan PPAT
dengan satu akta hibah dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat.

. Hibah Wasiat

Berbeda dengan hibah, hibah-wasiat merupakan suatu pemberian
yang dinyatakan ketika yang member itu masith hidup, tetapi
pelaksanaannya yang memberi itu meninggal dunia. Selama orang yang
memberi itu masih hidup, ia dapat menarik kembali (membatalkan)
pemberiannya. Perbuatan hukum ini merupakan bagian dari Hukum
Kewarisan, yang dikenal baik dalam Hukum Adat, Hukum Islam maupun
Hukum Barat. Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam bisa dilakukan
secara lisan walaupun ada juga yang dilakukan secara tertulis. Sementara
itu dalam Hukum Barat dilakukan secara tertulis, yang dikenal dengan

nama Legaat.
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D. Tinjauan Umum Mengenai Fungsi Sosial Tanah

1.

Pengertian Fungsi Sosial Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 6 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Seseorang  tidak  dibenarkan mempergunakan atau  tidak
mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk
kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan
masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat
hapus jika kepentingan umum menghendakinya. Asas fungsi sosial atas
tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh
bertentangan dengan hak hak orang lain dan kepentingan umum, serta
keagamaan. Sehingga tidak diperbolehkan jika tanah digunakan sebagai
kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, fungsi
sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang
Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain : (Boedi Harsono
2008)

a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah
yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau
kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah

Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat
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komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional;

Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang
mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya.
Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang
bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan
pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan
masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara
kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat;

Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai
hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan
keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian
haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara
dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga
kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas
tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban
memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau
pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga menjadi beban
bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu

hubungan hukum dengan tanah. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960
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Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjamin hak milik
pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul keseimbangan,
kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi
yang memiliki tanah. Jadi pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya
dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk
kepentingan umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan
umum;

Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Terhadap Warga

Negara (Kewarganegaraan)

Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Tuhan
pada Negara kita. Untuk itulah supaya tidak timbul masalah, pemerintah
berusaha mengaturnya dengan baik. Keadaan Negara kita sebagai Negara
berkembang menuntut kita melakukan banyak perbaikan dan
pembangunan. (Dedy Hermawan 2011)

Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak
bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti
permasalahannya. Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan,
diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah
dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, oleh

karena salah satu pihak merasa adanya ketidak-adilan. (Sutedi 2014)
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Proses yang cukup lama ini, otomatis membuat jalannya
pembangunan menjadi tersendat. Maka dari itu dengan memperkenalkan
pada masyarakat akan pentingnya fungsi sosial yang dipunyai oleh seluruh
hak-hak atas tanah kiranya dapat membantu mengubah cara berpikir
individual masyarakat. Dengan prinsip ini kepentingan pribadi atas tanah
tidak dibiarkan merugikan kepentingan banyak orang (umum). Apalagi
ditambah dengan peraturan baru yaitu PERPRES Nomor 36 Tahun 2005
dan PERPRES Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Begitu juga dengan
pihak pemerintah, harus memperhatikan jumlah kerugian yang wajar,
layak dan adil untuk pemegang tanah. Dengan begitu tujuan UUPA untuk
mencari keseimbangan antara dua kepentingan rakyat (pembangunan) dan
kepentingan individu dapat segera terwujud dengan baik.

Salah satu contoh bentuk implementasi dari asas fungsi sosial hak
atas tanah adalah Sebidang tanah milik salah satu warga yang mana
didepan halaman rumahnya terkena pelebaran jalan, jadi pemilik tanah
harus merelakan sebagian tanahnya untuk diberikan guna pelebaran jalan
untuk kepentingan umum. Namun dari tanah yang direlakan untuk
digunakan pelebaran jalan tersebut pemilik tanah mendapatkan uang ganti
rugi dari pemerintah. Dari contoh tersebut seharusnya pemilik tanah
memiliki kesadaran menerapkan asas fungsi sosial atas tanah bagi
kepentingan umum. Contoh kasus pembangunan pelebaran jalan Ngaliyan

-Mijen aturan kerjanya Keppres No0.55/1993, akan tetapi dalam
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pelaksanaan pembebasan tanahnya tidak melalui/memakai proses
pelaksanaan pengadaan tanah tidak melalui panitia pengadaan tanah
sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu Keppres
No0.55/1993, tetapi melalui tim yang dibentuk Pemerintah Kotamadya
Semarang, Panitia pembebasan tanah dan cara penetapan ganti ruginya
tidak memakai dasar NJOP. Besarnya ganti rugi uang yang diberikan
kepada warga yang tanahnya terkepras sebesar Rp.20.000,-/m2, dengan
perincian Rp.15.000,- sebagai uang ganti rugi dan Rp.5.000,- sebagai uang
tali asih, ditambah tanah pengganti berlokasi di Jatisari. Pelaksanaan
pembangunan pelebaran jalan Ngaliyan-Mijen sampai sekarang belum
selesai karena terbatasnya dana yang tersedia di Pemkot melalui APBD
dan masih adanya masyarakat yang belum mengambil ganti rugi sehingga
tanahnya tidak dapat dibebaskan sehingga Pembangunan Pelebaran Jalan

Ngaliyan-Mijen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



